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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2020 NOMOR 16 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 12 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA 

KELURAHAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANTAENG 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana 

dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat 
di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran 

dalam Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dan telah 

ditetapkan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan 
Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan 

Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020; 
b. bahwa sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana 
dapat dilakukan penjadwalan ulang capaian program dan 
kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi 

anggaran kegiatan tertentu termasuk alokasi dana 
kelurahan; 

c. bahwa agar penggunaan alokasi dana kelurahan untuk 
penanganan resiko yang terkena dampak Corona Virus 

Desease 2019 tepat sasaran, maka perlu dilakukan 
perubahan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun  
2019 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi 

Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 
2020; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6885); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4614); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelola/an Keuangan Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

139); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten 
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Bantaeng Tahun 2016 Nomor 73); 
24. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 73 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 73); 
25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 82); 

26. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana 

Kelurahan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 

74). 
 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI 
DANA KELURAHAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan 
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten 

Bantaeng Tahun 2019 Nomor 74) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
 

(1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan 

mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. 
(2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu : 
a. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; 
b. pengelolaan kegiatan pembangunan usaha mikro, kecil dan 

menengah; 
c. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

serta kejadian luar biasa lainnya. 
 

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 

 
(1) Pengelolaan kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi : 

a. pemberian bantuan sembako kepada masyarakat; 
b. operasional Posko Relawan kelurahan. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sembako kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 
 

Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 6 Mei 2020 

 
BUPATI BANTAENG 
Cap/ttd. 

ILHAM SYAH AZIKIN 
 

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 Mei 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 

  
 

 
ABDUL WAHAB 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 TAHUN 2020 NOMOR 16 
 

 
 

  
 


